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Abstract

This paper aims to examine the process of teritorial rights of village forest through regulation and government policy of Indonesia. Territorialization as governmentality occurs to two processes is becoming customary forest or village forest that is associates with the legal framework and the neoliberal scheme. This paper wants to show how the practices of territorialization at the local level through case studies in Kalawa, Kahayan Hilir Subdistrict, Pulang Pisau District, Central Kalimantan.
Territorialization change in forest areas seems especially after the fall of Orde Baru regime. However, territorialization over forests and natural resources in the reform period still going on. Through the above process of territorialization regulation on customary forests and forest villages in four cases the same. First, custumary forest and village forest is part of the state forest. Second, the state has the authority to regulate, even canceling acknowledge customary rights of forest management and forest villages. Three, rights held by customary communities and rural forest communities will be sought so long as not contrary to the interests of the government. Fourth, state is the organization of power all the people at the highest level. Through case studies in Kalawa will show state control through policies and regulations.
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B. Pendahuluan

M
enurut Mahin (2009:4) masyarakat dayak ngaju memiliki konsepsi terhadap hutan. Konsep hutan tertuang dalam penetapan zonasi-zonasi yaitu tempat-tempat atau kawasan-kawasan tertentu untuk boleh dan tidak boleh berburu, meramu dan membuka ladang. Zonasi tersebut seperti pahewan (tempat roh-roh gaib), tajahan (tempat tinggal roh-roh pelindung kampung), tanggiran bajanyi (pohon besar tempat lebah bersaranga), serta zonasi yang boleh dimanfaatkan untuk berburu dan meramu seperti mangalanis 
 (
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(mencari kulit kalanis), manampa jukung (tempat mencari kayu untuk membuat perahu), mamantung (mencari getah pantung), mandup (tempat berburu), manyingkah (tempat mencari singkah/umbut), manggau tatamba (tempat mencari obat-obatan), manggau sayur (tempat mencari rebung, pakis, jamur). Selain itu, ditetapkan pula hukum pantang-tabu (pali-pali) agar tidak melakukan pelanggaran terhadap “zonasi”[footnoteRef:1] atau “tata ruang” yang telah di tetapkan. Jika terjadi pelanggaran akan ada denda yang dikeluarkan oleh perangkat adat setempat. Hutan akhirnya mempunyai “tata ruang” sendiri yang diatur sedemikian rupa untuk kepentingan dan eksistensi hidup masyarakat dayak.  Walaupun tidak diperhatikan oleh negara, namun sistem tata kelola hutan ala masyarakat Dayak ini memiliki potensi melindungi hutan. [1:  Zonasi yang tidak boleh dirusak seperti, Pahewan (tempat roh-roh gaib), Tajahan (tempat tinggal roh-roh pelindung kampung), tanggiran bajanyi (pohon besar tempat lebah bersaranga), serta zonasi yang boleh dimanfaatkan untuk berburu dan meramu sepeArti mangalanis (mencari kulit kalanis), manampa jukung (tempat mencari kayu untuk membuat perahu), mamantung (mencari getah pantung), mandup (tempat berburu), manyingkah (tempat mencari singkah/umbut), manggau tatamba (tempat mencari obat-obatan), manggau sayur (tempat mencari rebung, pakis, jamur dll).] 

Tidak seperti anggapan pemerintah atas suku Dayak sebagai suku primitif, atau pedefinisian dayak ngaju sebagai orang udik atau dayak punan yang nomaden dan masih terbelakang. Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa suku dayak adalah suku yang adaptif terhadap perubahan lingkungan terutama dalam pertanian dan bukanlah orang yang terbelakang. Hoffman dalam (Dove, 201985: 155) menyebutkan orang-orang Punan secara etnografis pada dasarnya adalah pemburu dan pengumpul komersial yang mempunyai asal-usaul historis yang sama dengan para petani dayak yang menetap. Dayak Punan melakukan spesialisasi hasil hutan seperti rotan dan sarang burung yang memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk diperdagangkan. Sehingga Hoffman menyimpulkan bahwa orang-orang Punan melalui kemampuannya telah memberikan sumbangan yang penting dalam sektor ekspor dan lebih jauh lagi meningkatkan kontribusi pembentukkan modal di tingkat perekonomian lokal. 
Menurut Brookfield, Potter dan Bryon dalam Siscawati (2014: 6) salah satu komoditas hutan Borneo yang memainkan peran penting pada masa kolonial, khususnya pada 1880-an, diantaranya gutta percha atau getah dari pohon nyatoh (palaquium sp) dan getah jelutung (Dyera costulata) yang didapat dari hutan. Keduanya diekspor untuk memasok kebutuhan insustrialisasi di Eropa dan Amerika Utara. Hal ini menunjukkan masyarakat dayak begitu adaptif dan dinamis mengembangkan sistem pengelolaan hutan, pertanian. Faktanya introduksi tanaman perkebunan karet juga diterima menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya oleh masyarakat.
Namun gerak masyarakat dayak dalam tata ruang hutan secara tradisional telah mengalami perubahan dan pergeseran, terutama tahun 1965-an. Tahun tersebut menjadi titik tolak berubahnya tutupan hutan di Indonesia. Tingginya deforestasi hutan disebabkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang memberikan izin pengusahaan kepada pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) pada HP (hutan produksi). Tercatat tingkat laju deforestasi dari tahun 1985-1997 antara 600.000-1,2 juta hektar setiap tahunnya (Wolrd bank, 1988). Menurut Santosa dan Silalahi (2010: 8) kegagalan pengelolaan hutan oleh negara tidak hanya karena HPH, namun juga kebijakan konservasi dengan pendekatan ekofasis, lemahnya penegakkan hukum, birokrasi yang korup dan persoalan kemiskinan. Negara tidak memberi masyarakat akses untuk mengelola hutan yang seringkali menyebabkan konflik. Bahkan masyarakat dianggap sebagai perusak hutan. Ini adalah salah satu kegagalan negara dalam mengelola hutan dan menyejahterakan masyarakatnya. 
Sementara fakta menunjukkan, kepedulian masyarakat dalam menjamin keberlangsungan hutan pasca HPH masih berlangsung misalnya saja hutan di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2004, masyarakat desa Kalawa mengetahui adanya kegiatan ilegal logging di daerah hutan mereka. Lalu dengan didampingi LSM, masyarakat Kalawa mengirimkan surat keberatan atas kegiatan illegal logging disekitar hutan Kalawa pada Bupati Pulang Pisau. Bupati menyambut maksud baik masyarakat Kalawa dengan menyelesaikan kasus ilegal logging dan mengukuhkan hutan tersebut menjadi Hutan Adat Kalawa (selanjutnya disingkat HAK) pada 2005. 
Pada 2010 HAK kemudian diusung menjadi Hutan Desa. Hutan Desa diatur dalam Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) Nomor 49 tahun 2008. Selang beberapa tahun kemudian AMAN (Aliansi Masyarakat Dayak Nusantara) sedang memperjuangkan pengajuan peninjauan kembali atas Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang melahirkan putusan MK 35. Putusan tersebut telah mengakui hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Untuk itu perubahan status HAK menjadi Hutan Desa (HD) menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimana proses teritorialisasi Hutan Desa Kalawa? Kontestasi narasi seperti apa yang ditawarkan Hutan Desa pada Kalawa? Bagaimana respon masyarakat terhadap hutan desa? Apakah MK 35 akan mempengaruhi putusan Hutan Desa di Kelurahan Kalawa? Apakah terjadi tumpang tindih antar peraturan hutan desa dan hutan adat? Melalui ilustrasi tersebut maka tulisan ini akan menjelaskan kajian mengenai proses teritorialisasi negara melalui Hutan Desa Kelurahan Kalawa. 

C. Pendekatan

T
eritorialisasi adalah kepengaturan tata wilayah oleh negara yang disebabkan oleh kekuatan ekonomi global (Peluso dan Vandergeest, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1509) teritorial dimaknai sebagai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara. Istilah teritorialisasi sebagai ‘governmentalize’ ruang (Foucault 2007) atau ‘kontrol’ untuk mengklaim hak mengatur teritori (Peluso dan Lund, 2010: 673-676). Menurut Li dalam Savitri (2014: 63) governmentality diterjemahkan sebagai “kepengaturan” yang memperlihatkan kuasa untuk mengatur kehidupan populasi manusia sejak zaman kolonial sampai hari ini melalui pembentukan rasionalitas atau cara pikir yang meyakinkan, teknikalisasi, dan prosedur yang diterapkan melalui praktik institusi negara juga institusi lainnya yang mengatasnamakan diri sebagai “wali masyarakat”.
Menurut Vandergeest dan Peluso (1995: 387 dalam Li, 2002:21) proses teritorialisasi didefinisikan sebagai proses yang dilalui ‘oleh’ negara modern dalam membagi wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling tumpang tindih, mengatur kembali penduduk dan sumber daya di dalam unit-unit ini dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan.
Salah satu proses teritorialisasi negara adalah pembentukkan Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya sebuah proses yang pemberian hak dari negara kepada desa untuk mengelola hutan negara disertai dengan syarat-syarat tertentu. 
Teritorialisasi sebagai sebuah kepengaturan wilayah dilegalkan melalui seperangkat aturan hukum. Aturan hukum Hutan Desa diatur dengan rasionalitas melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk mengelola hutannya sendiri. Pada penelitian ini konsep teritorialisasi digunakan untuk mengkerangkai berubahnya HAK menjadi Hutan Desa (HD) di Kalawa. 


D. Proses Teritorialisasi: Dari Hutan Adat ke Hutan Desa
M
enurut Vandergesest dalam Siscawati (2014: 7) ada beberapa tahap proses penguasaan negara atas hutan. Pertama negara mengklaim semua tanah yang dianggap “bukan milik siapa-siapa” sebagai milik negara. Kedua, tahap menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara atas hutan. Ketiga, negara meluncurkan program yang membagi-bagi hutan berdasarkan fungsi untuk mengatur tipe aktivitas yang diizinkan pada zona tersebut.
Perubahan dari hutan adat menjadi hutan desa sangat menarik untuk dilihat sebagai proses pendisiplinan negara atas kawasan hutan adat Kalawa. Saya menawarkan empat pembahasan dalam melihat proses teritorialisasi Hutan Desa. Pertama, memperlihatkan sejarah Hutan Adat Kalawa. Kedua menjelaskan keterbatasan regulasi hutan desa. Ketiga, keterhubungan hutan desa dan narasi global. Dan terakhir adalah kepengaturan berbasis masyarakat. 




1. Mengenal Hutan Adat Kalawa
“Kami tinggalkan sedikit hutan adat ini untuk kalian jaga dan rawat agar kalian ingat bahwa nenek moyangmu pernah menghidupi dan menyekolahkan kalian dari sumber daya alam yang satu ini. Suatu hari kalian akan tahu, bahwa kekuatan-kekuatan lain akan terus selalu ingin menguasai sumber daya alam ini. Saat ini dapat kita lihat, betapa kerusakkan dan kehancuran sumber daya hutan terus berlajut. Akibat kerusakkan tersebut, bukan saja menghancurkan dan merusak kulit bumi ini, tetapi juga menghancurkan tatanan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur kita” .(Deklarasi Hutan Adat Kalawa pada 5 Juni 2005, dokumen Kelurahan Kalawa 2013)
Pada bulan Mei 2013 saya melakukan kunjungan singkat ke Kelurahan Kalawa. Lawatan itu saya alamatkan sebagai bagian dari proses belajar saya mengenal Hutan Desa. Berdasarkan sejarah, awalnya Kalawa termasuk bagian dari desa Pulang Pisau. Namun tahun 2002 terjadi pemekaran beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah dimana Kabupaten Pulang Pisau sebagai pemekaran[footnoteRef:2] dari Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2006 Kalawa pun berpisah dengan Pulang Pisau. Kalawa menjadi kelurahan yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kelurahan itu sangat dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Pulang Pisau, hanya dipisahkan oleh lebarnya Sungai Kahayan. Oleh karenanya, desa ini menjadi desa penghubung bagi desa-desa lain yang ingin mencari jalan pintas menuju ibu kota kabupaten. Disediakan kapal penyebrangan (getek) dari kayu dan mesin motor untuk menggerakan kapal untuk menuju Pulang Pisau. Padahal dahulu sekitar tahun 80-an, Sungai Kahayan dipenuhi dengan log-log kayu besar yang mengapung hampir menyerupai jembatan penyebrangan antar bibir Sungai Kahayan. Kalawa menjadi saksi bagaiamana ramainya perusahaan kayu mengekstraksi hasil hutan. [2:  	Pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Undang-Undang No. 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,  Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.] 

Berdasarkan framing waktu sekitar tahun 80-an, hutan di Kalawa telah mengalami kepengaturan negara melalui hadirnya HPH Perusahaan Kahayan Lumber. Framing waktu yang digunakan disesuaikan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik pada masa itu. Menurut Zakaria (2001: 3) rezim Orde Baru lahir dari sebuah situasi krisis (kondisi darurat) yang dilegitimasikan oleh kekuatan militier. Implikasinya bukan hanya membutuhkan biaya yang besar juga terjadi tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Orde baru juga didukung oleh kekuatan kapitalisme sehingga arah pembangunan memberikan jalan seluas-luasnya untuk pertumbuhan ekonomi kapitalis.
Adapun pembangunan kapitalis di bidang kehutan adalah dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1967[footnoteRef:3] tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria. Dimana bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat atau hak menguasai dari Negara. Salah satunya memperbolehkan perusahaan kayu untuk mengeksploitasi hutan-hutan kalimantan. Negara pada tahap ini mulai mengcengkramkan kekuasaannya atas sumber daya hutan termasuk hutan Kalawa. [3:  	Selain UU tersebut kebijakan yang memberikan jalan kepada pihak swasta untuk dapat mengekstaksi hasil hutan adalah UU No. 1/1967, UU No. 6/1968 mengenai investasi asing dan dalam negeri, Peraturan pemerintah No. 21/1970 mengenai dasar hukum dibolehkan melakukan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) selama 20 tahun dan bisa diperpanjang, pemotongan kayu log dan industri kehutanan (playwood).] 

Namun perubahan produk kehutanan pun mucul setelah lengsernya Orde Baru. Kebijakan kehutanan pada reformasi ditandai dengan lahirnya UU Nomor 41 tahun 1999[footnoteRef:4] yang menekankan pengakuan atas hak hutan adat yang menggantikan UU No 5 tahun 1967. Setelah 32 tahun berada dalam peraturan yang menghisap sumber daya alam Indonesia. Definisi hutan adat berdasarkan UU 41 Tahun 1999 tersebut tertuang pada pasal satu huruf f yang menyebutkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dampak UU No 41 tahun 1999 terhadap kebijakan hutan adat di tingkat lokal? Bagaimana perubahan setelah perusahaan Kahayan Lumber tidak beroperasi lagi di Kalawa? [4:  	Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti oleh UU Nomor 41 Tahun 1999.] 

Hutan Kalawa begitu kaya, vegetasi hewan dan tumbuhan begitu beragam. Beberapa pohon seperti kahui, meranti, belangiran dan sebagainya masih bisa dijumpai. Hewan-hewan seperti orang utan, owa, kera, trenggiling juga masih bisa ditemui di hutan Kalawa. Oleh karenanya, sebagian masyarakat masih menyakini kawasan hutan ini merupakan kawasan pukung pahewan yang keberadaannya dikeramatkan sehingga perlu di jaga, dilindungi dan dimanfaatkan secara hati-hati. Namun yang lainnya lebih tertarik tetap melakukan kegiatan eksploitasi hasil hutan terutama kayu secara ilegal dan oknum tertentu sibuk berburu hewan yang berharga tinggi seperti trenggiling.
Penjagaan hutan yang dilakukan masyarakat Kalawa salah satunya dengan melakukan penyelidikan atas kegiatan pengambilan kayu secara ilegal di hutan mereka. Pada April 2004 telah terjadi illegal logging di Kawasan Desa Kalawa. Saat itu masyarakat  Desa Kalawa didampingi LSM seperti Pokker SHK[footnoteRef:5] (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan) dan Yayasan Betang Borneo mengirim surat keberatan atas terjadinya penebangan hutan yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau, Kepala Disbunhut Pulang Pisau, Kapolsek dan DPRD Pulang Pisau. Melalui hasil dokumen laporan investigasi Pokker SHK dan Yayasan Betang Borneo (2004) ditemukan beberapa bukti kegiatan illegal logging seperti handsaw[footnoteRef:6], mesin penggerak, bandsaw, mesin logdek, pondok, jalur kuda-kuda (rel) dan kayu bulat dengan jenis Tumih. Sementara pelaku illegal logging dilakukan oleh pengusaha diluar Kelurahan Kalawa, bahkan oknum dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pulang Pisau serta oknum kepolisian sektor Pulang Pisau. [5:  	Pokker SHK merupakan organisasi yang dibentuk untuk melakukan aktivitas melalui penguatan masyarakat adat, studi-studi, advokasi dan kampanye untuk meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam serta pengembangan sumber daya organisasi.]  [6:  	Pengolah kayu log menjadi kayu olahan setengah jadi.] 

Menurut Pak Rudi[footnoteRef:7] (Pokker SHK) strategi pertama yang dilakukan masyarakat untuk menghentikkan kegiatan penebangan liar tersebut adalah dengan mengirimkan surat kebertatan atas illegal logging di kawasan hutan lindung di Kalawa. Namun surat yang diperuntukkan ke Bupati Pulang Pisau, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pulang Pisau, Kacabjari Pulang Pisau, Kepolisian sektor Kahayan dan Ketua DPRD Pulang Pisau tidak langsung ditanggapi. Masyarakat lalu mengirimkan ulang surat kepada Bupati Pulang Pisau. Atas desakan masyarakat, surat keberatan atas kegiatan illegal logging tersebut kemudian di respon oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. [7:  	Nama asli informan tidak disebutkan sebagai salah satu kode etik menjaga kerahasiaan data infroman. ] 

Selain bereaksi mengusut kasus ilegal logging,  respon tersebut juga dikukuhkan melalui penetapan batas hutan. Penetapan batas hutan tersebut kemudian dikuatkan menjadi HAK (Hutan Adat Kalawa) melalui SK Damang Kepala Adat Kahayan Hilir No. 04/SK/DKA-KH/VI/2005 tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat Kalawa tanggal 5 Juni 2005 dengan luas areal 10.875 hektar. Berikut salah satu paragraf deklarasi HAK,
Manusia yang beradab adalah manusa yang menghargai warisan leluhurnya. Tidak merusak, dan tidak menginggalkannya. Suatu saat kalian akan tahu, bahwa isi yang terkandung dalam hutan adat ini tidak dapat terhgantikan nilainya. Sebab, hutan dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti rotan, madu, obat-obatan, binatang buruan dan sebagainya adalah merupakan simpanan kita yang akan menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak cucu kita.Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan hutan ini hancur oleh keserakahan manusia. Sudah saatnya kini kita bersama menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang kita yang tersisa ini (Deklarasi HAK pada 5 Juni 2005, dokumen Kelurahan Kalawa 2013)



Gambar 1. Billboard yang bertuliskan Hutan Kalawa
[image: E:\Kalimantan Tengah\Mei\26 Mei 2013 di Kalawa\DSC00380.JPG]
Sumber: Yetty Oktayanty, 2013
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Walaupun hutan adat telah diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999, namun kejelasan operasional untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan adat yang dikelola masyarakat masih belum memberikan jaminan kekuatan hukum pada hutan adat. Ketiadaan jaminan tersebut melemahkan posisi masyarakat mempertahankan teritori wilayah hutan adat. Untuk itu, program Hutan Desa dianggap sebagai salah satu solusi yang memberikan kekuatan hukum mempertahankan wilayah hak masyarakat dalam mengelola hutan.
Pada tahun 2010 dilakukan sosialisasi dan identifikasi wilayah potensial untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di 3 desa dan 1 Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau. Setelah bersepakat pada September hingga Desember 2011, Pemetaan wilayah kelola masyarakat dan pada November 2011, diusulkan Hutan desa yang terdiri dari 4 desa/kelurahan yaitu Desa Gohong, Kelurahan Kalawa, Desa Mantaren I dan Desa Buntoi.

2. Keterbatasan Regulasi Hutan Desa
“Walaupun kami tidak tahu bagaimana prospek hutan desa kedepan, tapi kami yakin hutan desa punya hukum yang kuat dari pada hutan adat!” 
(Pak Ipung[footnoteRef:8], data wawancara 2013). [8:  	Nama asli informan disamarkan.] 


“saya juga masih ragu dengan hutan desa, kalau tidak cepat-cepat ada kegiatan nanti, hutan desa diambil pemerintah. Belum lagi, ada perusahaan sawit yang mengklaim sudah mendapatkan tanda tangan pemerintah untuk izin perkebunan. Lalu kegiatan ilegal logging yang masih berlangsung. Padahal kita sudah susah payah memperjuangkan hutan desa. Masih saja rapat dan rapat” 
(Pak Doni[footnoteRef:9], data wawancara 2013). [9:  	Nama asli informan disamarkan.] 


Pendapat tersebut berasal dari anggota LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa) di Kabupaten Pulang Pisau. Keduanya cenderung mempertanyakan keberlanjutan dan peluang hutan desa bagi kesejahteraan masyarakat. Peralihan hutan adat ke hutan desa menjadi salah satu harapan baru bagi masyarakat untuk mengelola dan mengambil manfaat dari peralihan tersebut.
Skema PHBM[footnoteRef:10] (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) merupakan solusi baru dalam pengelolaan hutan. Wacana utama yang dibawa adalah sinergi antara sistem kelokalan masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis skema PHBM yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan adat.  [10:  	Adapun dasar hukum PHBM adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan; 2) Peraturan Pemerintah No. 6/2007 -PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 03/2004 tentang Pedoman Hutan Rakyat; 4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/ Menhut-Ii/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak; 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Permenhut No: P. 13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan; 6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan Desa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa; 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional; 8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman dan; 9) Keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. SK.50/V-UPR/2004 (Rahmina, dkk 2011).] 

Menurut Rahmina dkk (2011) skema PHBM didasarkan pada akses yang legal bagi masyarakat. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka.
Walaupun Hutan Desa sebenarnya telah disinggung dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 terutama penjelasan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.” Namun pada tahun 2008 baru dibuat Keputusan Kementrian Kehutanan tentang hutan Desa. Peraturan yang membuka ruang dan akses bagi masyarakat lokal dalam mengakases hutan secara khusus diatur dalam Permenhut nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa diikuti dengan perubahannya Permenhut No. 14/Menhut-II/2010 dan Permenhut 53/Menhut-II/2011 mengenai 1) Hutan Kemasyarakatan (HKm); 2) Hutan Desa (HD); 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan; 4) Kemitraan. 
Berdasarkan Permenhut Nomor  49 Tahun 2008 disebutkan definisi Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Dalam peraturan hutan desa, hak-hak pengelolaan secara permanen diberikan oleh Menteri Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali. Perizinan HD pada hutan negara yang berstatus lindung maupun produksi yang disesuaikan dengan status kawasan hutan. Adapun hak HD yang diberikan adalah hak pemanfaatan bukan hak milik. 
Ruang lingkup pengaturan Hutan Desa meliputi a) penetapan areal kerja; b) fasilitasi; c) perizinan;  d) rencana kerja pengelolaan hutan desa; e) pelimpahan wewenang; dan  f) pembinaan dan pengendalian.  Adapun proses hutan desa dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 2. Skema Hutan Desa
[image: ]
Sumber: Kemitraan, 2011


Melalui skema di atas dan berdasarkan Permenhut Nomor 49 tahun 2008 yang telah diperbaharui Permenhut Nomor 53 Tahun 2011. Bupati mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala Desa, dengan dilampiri peta dengan skala paling kecil 1:50.000 dan disertai dengan deskripsi wilayah seperti keadaan fisik wilayah, sosial, ekonomi dan potensi kawasan. Serta surat usulan dari kepala desa, dan namanama calon anggota lembaga desa yang diketahui camat dan kepala desa.
Usulan Bupati kemudian ditembuskan kepada Gubernur. Langkah selanjutnya adalah tahap tim verifikasi[footnoteRef:11] yang dibentuk oleh menteri atas usulan Bupati. Verifikasi tersebut meliputi kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.  [11:  	Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai koordinator Tim Verifikasi menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan. UPT Departemen Kehutanan lalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.] 

Berdasarkan hasil verifikasi menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa memiliki konsequensi. Jika usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur setempat. Namun jika usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa. Penetapan areal kerja hutan desa kemudian disampaikan kepada Gubernur dan Bupati. 
Tahap berikutnya adalah tahap sosialisasai bupati terhadap kepala desa yang wilayahnya sebagai area kerja Hutan Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri. Kepala Desa bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang penetapan areal kerja hutan desa dan membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa). Selanjutnya pengajuan permohonan hak pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati dengan syarat yang telah ditentukan.
Bupati meneruskan permohonan hak pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah mendapatkan fasilitasi, siap mengelola hutan desa dan ditetapkan areal kerja oleh Menteri. Gubernur yang telah mendapatkan permohonan melakukan verifikasi lagi. Jika hasil verivikasi tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Tapi jika hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa. Demikian berakhirlah proses panjang untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa.
LSM seperti Pokker SHK dan Teropong mengakui perbedaan tingkat kesulitan pembentukan Hutan Desa pada masing-masing wilayah. Beberapa desa di Kalimantan Tengah yang sudah diusung sejak 2008 untuk Hutan Desa namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ajaibnya hutan desa di empat wilayah di Kabupaten Pulang Pisau, dapat menempuh waktu singkat yang hanya dua tahun untuk menadapatkan hak pengelolaan hutan desa. Menurut pengakuan staf Pokker SHK, kemudahan-kemudahan yang dilalui Kelurahan Kalawa dan tiga desa lainnya untuk mewujudkan hutan desa adalah kerja sama antar pihak dan keseriusan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Kementrian Kehutanan. Kemudahan juga diperoleh karena, adanya jejaring Pokker SHK dengan Dinas Kehutanan dan perkebunan di Pulang Pisau.
Skema panjang dan rumit tersebut telah dilalui oleh Kalawa. Perubahan dari hutan adat menjadi hutan desa atas dasar hukum yang kuat adalah salah satu strategi masyarakat untuk lebur dalam rasionalitas negara dalam proses teritorialisasi pemerintah. Rasionalitas tersebut disadari atau tidak telah mengatur batasan luasan hutan desa yang diatur oleh negara. Walaupun sebenarnya tidak diperlihatkan dalam Permenhut berapa jumlah luasan kawasan Hutan Desa yang dapat diperoleh masyarakat. 



Tabel 1. Proses pembatasan luasan Hutan Desa Kelurahan Kalawa

	Keterangan
	Jumlah (hektar/ha)

	Luas Kelurahan
	±10900

	Usulan luas berdasarkan Surat Bupati 
	6196

	Luas areal hasil verivikasi 
	3898

	Luas yang disetujui (SK Menteri) 
	4230


Sumber: Pokker SHK, diolah 2013.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan[footnoteRef:12] pada tahun 2012 terdapat tiga desa dan satu kelurahan yang menjadi Hutan Desa yaitu Desa Gohong, Mentaren, Buntoi dan Kelurahan Kalawa. Untuk keluarahan Kalawa berdasarkan SK Nomor 584/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai Areal Kerja Hutan Desa Kelurahan Kalawa Seluas ± 4.230 Hektar di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hutan desa akhirnya diresmikian oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin teras Narang dan menghadirkan Mentri Kehutanan, Zulkifli Hasan.  [12:  	Hutan Desa Gohong SK.587/Menhut-II/2012, Hutan Desa Buntoi SK.586/Menhut-II/2012, Hutan Desa Mentaren SK.585/Menhut-II/2012, dan Hutan Desa Kelurahan Kalawa SK.584/Menhut-II/2012.] 

Riyanto (2008: 8) menyebutkan kebijakan tentang penetapan dan pengelolaan Hutan Desa memiliki keunggulan seperti 1) mekanisme penetapannya relatif cepat yaitu berdasarkan rekomendasi Bupati dan disusulkan langsung ke Menteri (tanpa harus melalui Perda) sebagaimana dalam penetapan masyarakat hukum adat; 2) mekanisme pengawasan jelas yaitu lembaga desa; 3) luasan jelas sesuai usulan bupati; 4) diperuntukkan seluruh anggota masyarakat desa; 5) hutan desa mengakomodir anggota masyarakat yang bukan anggota masyarakat hukum adat; 6) hutan desa tidak terfokus pada hak ulayat, sehingga desa yang terbentuk yang berasal dari transmigran maupun pada pendatang yang sudah menjadi penduduk desa bisa mengelola hutan desa dan; 7) sistem pertanggungjawaban hutan desa lebih jelas karena langsung dikelola lembaga desa. 
Akan tetapi saya kurang sependapat dengan Riyanto, menurut saya keunggulan yang disebutkan adalah sebuah proses pendisiplinan oleh negara atas teritori tertentu. Faktanya penyelenggaraan hutan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan tidak disertai dengan kemudahan birokrasi, teknologi dan biaya yang memadai jika dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Proses panjang membentuk teritorialisasi tersebut cukup sulit diterapkan oleh masyarakat tanpa didampingi. Data dari Subdirektorat HKm, HD dan HTR Kemenhut RI menyebutkan bahwa Kementrian Kehutanan yang menargetkan kawasan HD pada tahun 2014 adalah 500.000 Ha. Namun izin HD yang ditetapkan Bupati atau gubernur baru mencapai 10.310 hektar (pada tahun 2010). 
Aturan hukum mengenai hutan desa tersebut masih setengah-setengah melibatkan masyarakat. Selain kesukaran mendapatkan informasi, proses panjang mendapatkan hak pengelolan hutan desa ditambah biaya dan keterbatasan teknologi untuk melakukan pemetaan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Dalam konteks Kalawa, kelurahan ini itelah didampingi LSM sejak tahun 2004. Kalawa dengan leluasanya mendapatkan akses informasi tentang Hutan Desa dibandingkan 1448[footnoteRef:13] desa di Kalimantan Tengah. Ini membuktikan bahwa tahap untuk mengetahui proses hutan desa begitu sulit diperoleh masyarakat. [13:  	Data di dapat dari Statistik Potensi Desa 2011-Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah atau bisa dilihat di laman http://kalteng.bps.go.id/ktda-36-jumlah-desa-menurut-letak-geografisnya.html.] 

Selain itu pengelolaan hutan desa berbasis masyarakat ini menimbulkan kecurigaan baru. Dalam wacana neoliberalisme, bisa jadi regulasi ini adalah jalan pemerintah untuk mengurangi perannya sebagai negara dalam mengatur. Menurut Ife dan Tesoriero, 2006: 27-28) dalam era saat pemerintah mencari cara mengurangi pengeluaran untuk layanan-layanan kemanusiaan, program berbasis-masyarakat menyediakan suatu cara yang sangat baik untuk mewujudkannya dan mewakili suatu bentuk ‘layanan murah’. Penghematan biaya tersebut merupakan hasil perubahan ke layanan berbasis masyarakat, hal ini cenderung dijadikan justifikasi de facto utnuk perpindahan tersebut. Upaya pemotongan biaya, sering kali lebih mudah mengurangi pendanaan untuk program-program berbasis masyarakat daripada pendanaan untuk layanan yang setara yang dilakukan negara. Sehingga pengurangan itu tidak terlihat sebagai kesalahan pemerintah. Pengelolaan masyarakat itu dengan mudah dijebak menjadi kambing hitam untuk pengurangan layanan-layanan publik[footnoteRef:14]. Kenyataannya pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sementara pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa. [14:  	Ife dan Tesoriero (2006: 28) menjelaskan melalui menghentikan provisi layanan dan dengan longgar menggunakan retorika “tanggung jawab masyarakat”, pemerintah dapat membuka pintu bagi pasar swasta untuk bergerak masuk untuk mengisi kekosongan itu. Hal ini mengakibatkan sebuah proyek yang berbasis masyarakat menjadi dioperasikan oleh suatu filosofi yang digerakkan oleh pasar dengan tujuan maskimalisasi keuntungan bukan memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Keduanya menegaskan bukan keniscayaan model pengembangan masyarakat yang dijelaskan meramalkan terjadinya pengurangan kegiatan langsung pemeritah, tidak berarti meningkatkan ketergantungan pada pasar swasta, paling tidak pada manifestasinya dalam skala besar.] 

Perubahan pengaturan negara terhadap hutan tidak hanya berubah karena sistem pemerintahan yang baru. Misalnya Zakaria (2000: 14-15) mencontohkan bagaimana perangkat desa dirancang dan diarahkan menjadi mesin mobilitasi rakyat dalam penyelenggaraan program-program dan proyek-proyek pembangunan yang terjadi selama rezim Orde Baru. Di mana ‘pergerakan masyarakat’ tidak atas kehendak dan kepentingan rakyat itu sendiri melainkan lebih atas kehendak dan kepentingan pemerintah. Sama halnya dengan proyek-proyek yang berlangsung hari ini. pergerakan masyarakat hanyalah sebuah proyek kepentingan antar aktor. Fenomena gerakan LSM menurut Petras (2004: 128) pada umumnya menitikberatkan proyek. Para LSM lebih menekankan pada gerakan rakyat untuk berproduksi di sisi marginal, namun tidak memberikan penyadaran dan menggerakkan mereka untuk berjuang demi mengontrol alat-alat produksi utama kekayaan. LSM lebih memusatkan perhatian pada pendampingan teknikal finansial proyek, bukan pada kondisi-kondisi struktural yang terbentuk setiap harinya dalam kehidupan rakyat. Akibatnya sifat ‘pemberdayaan’ yang dibawa oleh LSM tidak akan pernah jauh dari sekedar mempengaruhi area-area kecil kehidupan sosial, dengan sumber daya terbatas, dan di tengah syarat-syarat yang diizinkan oleh negara-negara NGO-liberal dan makro ekonominya. Kuswardono (2004: 159) dalam melihat ketergantungan jumlah LSM yang sukses membangkitkan kesadaran aktif rakyat relatif sedikit. Gejala yang paling mudah dilihat adalah, bahkan untuk pertemuan kampung yang melibatkan rakyat, ornop selalu menyediakan dana dari tahun ke tahun. Klaim ornop terhadap programnya adalah program milik rakyat, tetapi mengapa untuk milik dan kepentingannya sendiri, rakyat tidak berminat membiayai. 
Selain itu distribusi insentif dan peningkatan perekononian di tingkat masyarakat pun menjadi tidak merata. Pasalnya anggota lembaga LPDH adalah orang-orang desa atau kelurahan menengah ke atas, elit desa dan perangkatnya. Masyarakat desa yang terpinggirkan, petani kecil atau para wanita jarang sekali dilibatkan. Peraturan terkait sektor kehutanan memang bisa dikatakan timpang gender. Pada umumnya keanggotaan LPHD adalah laki-laki. Kalaupun melibatkan perempuan, itu pun dikarenakan kepala desanya adalah seorang perempuan. Tidak terlibatnya perempuan dalam sektor kebijakan kehutanan menguatkan asumsi sitem patriarki dalam kebijakan hutan tidak berubah.
Akhirnya kelahiran Hutan Desa tidak berbasis pada keinginan dan kesadaran pemerintah untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat namun juga sebagai peluang yang dimanfaatkan pemerintah melalui skema global seperti REDD (Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). 










3. Hutan Desa dalam Narasi Global
 Kita kemaren bilang kalau REDD ini gx jelas ku bilang, kami sebagai LPHD di hutan desa, kami siap menolak. Kenapa nanti kami yang dikambing-hitamkan. Kami yang kerja keras tetapi hasilnya nol untuk kami.
 (Pak Ipung, Mantir adat Kalawa, data wawancara 2013).

Dalam kaitannya dengan penjagaan lingkungan, Hutan Desa merupakan salah satu skema yang termasuk untuk pengimplementasian REDD[footnoteRef:15] (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Hal ini diatur dalam Permenhut Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD) dan Permenhut Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Peraturan tersebut lahir sebagai tindak lanjut dari COP Konvensi Perubahan Iklim 13 di mana Departemen kehutanan menetapkan kebijakan untuk mengingkatkan kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. [15:  REDD+ didefinisikan sebagai mekanisme melalui pemberian insentif kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Menurut Santosa dan Silalahi (2011: 40) lembaga supra internasional seperti World Bank, WWF, TNC, CI, dll yang melihat REDD sebagai mekanisme yang win-win solution terhadap iklim, masyarakat, dan konservasi.] 

Dengan mengimplementasikan REDD+, Indonesia akan layak untuk menerima pembayaran finansial berdasarkan kredit karbon dari hutan. Sejumlah besar emisi karbon Indonesia disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang bersumber dari berbagai kegiatan konversi lahan, kebakaran hutan dan pembalakan liar, di mana penyebab terakhir tersebut memiliki dampak yang signifikan sebagai pemicu deforestasi (Luttrell dkk, 2011). Dalam penelitian Indartik dkk (2010:179) mekanisme REDD diperlukan bagi negara berkembang untuk menciptakan kompensasi atas pencegahan kegiatan konversi hutan ke penggunaan lain. Indartik dkk menekankan bahwa mekanisme distribusi insentif REDD ke depan haruslah disertai dengan tanggung jawab antar pihak secara proporsional yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, investor, dan pihak lain terkait.
Peluang implementasi REDD diatur dalam Permenhut Nomor 30 Tahun 2009 pada 12 area[footnoteRef:16] termasuk hutan desa dan hutan adat. Adapun persyaratan REDD untuk hutan desa adalah a) Memiliki Surat keterangan dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola hutan desa; b) Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah; c) Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD dan; d) Memiliki rencana pelaksanaan REDD.  Hutan Desa juga didukung oleh pemanfaatan jasa lingkungan pada status hutan produksi maupun hutan lindung yang telah terbebani izin melalui usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON atau UP PAN-KARBON). Sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. [16:  	REDD dapat dilakukan pada: a) Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA); b) Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); c) c. Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-HKM); d) Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR); e) Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE); f) Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); g) Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); h) Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); i) Hutan Konservasi; j) Hutan Adat; k) Hutan Hak dan; l) Hutan Desa.] 

Pelaksanaan REDD dapat pula dilakukan di hutan adat. Adapun persyaratan REDD untuk hutan adat adalah a) Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri sebagai pengelola hutan adat; b) Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah; c) Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD dan; d) Memiliki rencana pelaksanaan REDD. 
Perbandingan antara hutan desa dan hutan adat dalam konteks REDD+ juga dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan P. 36 /Menhut-II/ 2009 mengenai nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan PAN-KARBON. Keduanya merupakan pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement). Adapun pendistribusian penjualan kredit karbon dibagi untuk pemerintah, masyarakat dan pengembang. Khusus untuk hutan desa persentasenya adalah untuk masyarakat 50%, untuk pengembang 30% dan untuk pemerintah 20%. Sementara distibusi untuk hutan adat persentasenya adalah 70% untuk masyarakat, 20% untuk pengembang dan 10% untuk pemerintah. Jika dilihat dari persentasenya, hutan adat memiliki kuota pembagian 70% lebih banyak dari pada hutan desa yang hanya 50% untuk masyarakat. 
Secara ringkas syarat REDD+ yang harus dipenuhi oleh hutan desa dan hutan adat tampak sama. Namun yang membedakannya adalah pada pengakuan hak. Pada hutan desa telah jelas bagaimana proses mendapatkan pengakuan hak pengelolaan, sementara pada hutan adat tidak ada kejelasan mengenai status pengakuan hak. Bagi hutan adat Permenhut 30 tahun 2009 dan Nomor 36 tahun 2009 hanyalah sebuah wacana. 
Selain itu menurut Cifor (2010:8) proses penentuan kebijakan yang terkait dengan REDD di Indonesia didominasi oleh pendekatan dari-atas-ke-bawah (top-down). Hal ini dapat dimengerti mengingat sebagian besar delegasi dalam Konferensi Para Pihak adalah pegawai pemerintah (pusat). Merekalah yang memperoleh informasi pertama dan mereka pulalah yang diberi wewenang oleh Konvensi Perubahan Iklim dalam menentukan posisi di meja perundingan dan pelaksanaan kegiatan REDD di kemudian hari.
Ini menunjukkan bahwa kepengaturan hutan melalui berbagai regulasi yang dikaitkan dengan skema global masih menyisakan permasalahan yang sama, yaitu ketidakadilan dalam menajemen pengelolaan hutan adat dan sistem top-down yang masih menggejala dalam setiap proyek kehutanan. 

E. Implikasi MK 35 atas Hutan Adat

P
erdebatan Putusan MK 35 beberapa waktu yang lalu tentu saja sempat menjadi topik pembicaraan di kalangan LPHD Kalawa. Hutan adat yang menjadi hutan desa apakah akan kembali lagi menjadi hutan adat setelah adanya Putusan MK 35? 

Seorang anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) tingkat Kabupaten Pulang Pisau sebut saja Pak Tino menyayangkan berubahnya hutan adat menjadi hutan desa. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi hak-hak adat masyarakat dayak, ia mempertanyakan bagaimana hak masyarakat adat dalam mengakses sumber daya alam pada Hutan Desa. Kekhawatirannya terletak pada distribusi keadilan pengelolaan hutan desa tidak dapat merata. Pak Tino berharap Putusan MK 35 mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat adat umumnya untuk dapat terlibat dalam pengelolaan hutan.
Pada tanggal 19 Maret 2012, AMAN mengajukan permohonan peninjauan kembali atas UU Nomor 41 Tahun 1999. Hasilnya baru direspon setahun kemudian pada 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya Putusan MK 35) yang membunyikan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak (pasal 5 ayat 1). Putusan MK 35 dianggap sebagai kemenangan pengusutnya atas memperjuangkan hak pada hutan adat. Namun demikian masih banyak proses panjang yang harus dilalui untuk memperjuangkan hutan adat masyarakat. 
Banyak sekali analisis yang ditawarkan baik dari aktivis dan/atau akademisi  atas keluarnya Putusan MK 35 tersebut. Menurut Zakaria (2014) Putusan MK 35 akan memunculkan berbagai kemungkinan bentuk masyarakat adat yang dianggap memenuhi kriteria yang memiliki implikasi sosial, budaya, ekonomi dan politik di tingkat daerah. Menyitir analisis Savitri (2014: 64) yang mengemukakan sedikitnya terdapat tiga limit pasca putusan MK 35. Pertama limit yang dilahirkan dari keharusan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah. Savitri menyebutkan posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum dapat “dipelintir” oleh kepengaturan neoliberal sehingga menjadi kekuatan yang justru mengekslusi kelompok rakyat lainnya, baik melalui mekanisme privatisasi maupun pengalihan tanggung jawab komunitas atau korporasi. Limit kedua yaitu pendekatan komunalisasi yang diusul para ‘wali masyarakat’ mengarahkan kepengaturan yang diinginkan masyarakat ke arah individualisasi tanah. Limit ketiga berkaitan dengan proyek politik pendidikan yang menghasilkan mental buruh di kalangan generasi muda yang menggerus ikatan orang dengan tanahnya. Dan Savitri menegaskan bahwa cepat atau lambat proyek politik akan berlangsung pada ranah adat dan mendorong percepatan apropriasi tanah rakyat untuk kapital secara masif.
Putusan MK 35 telah menebarkan peluang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya sekaligus mendapatkan tantangan dan kritikan dari ketajaman analisis akademisi dan praktisi. Lalu bagaimana pula hubungan Putusan MK 35 dengan perubahan Hutan Adat Kalawa menjadi Hutan Desa? Apakah akan menjadi konflik struktural antara pemerintah desa dengan masyarakat hukum adat? Namun saya berkesimpulan baik kebijakan tentang Hutan Desa ataupun peraturan yang akan lahir dari putusan MK 35 tentang Hutan Adat belum tentu menghasilkan pengelolaan hutan yang berkeadilan yang berpihak pada warga miskin di pedesaan, jika tidak melahirkan pergerakaan yang lahir dari kesadaran masyarakat sendiri.
F. Penutup: Kepengaturan Hutan Berbasis Masyarakat

M
elalui regulasi di atas proses teritorialisasi pada hutan adat dan hutan desa dalam empat perkara yang sama. Pertama hutan adat dan hutan desa adalah bagian dari hutan negara. Kedua, negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengakui bahkan membatalkan hak pengelolaan hutan adat maupun hutan desa. Ketiga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maupun masyarakat pengelola hutan desa akan diusahakan asalkan tidak berseberangan kepentingan dengan pemerintah. Terakhir negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi.
Walaupun proses kepengaturan negara berkehendak untuk menggerakkan masyarakat terlibat aktif dan menjadi subjek melalui kebijakan kehutanan, namun maksud PHBM terasa kering maknanya. Program berbasis masyarakat pada praktiknya adalah program yang dirancang dan dibuat oleh pemerintah untuk dapat melakukan transformasi sosial dalam masyarakat bukan sekedar proyek belaka.
Pada akhirnya proses teritorialisasi tidak memunculkan teritori yang sesungguhnya yang dimiliki, dijaga secara sadar oleh masyarakat. Kepengaturan negara membatasi dan hanya memperbolehkan masyarakat untuk mengelola hutan yang diklaim milik negara dengan memberikan masyarakat hak untuk mengelola. 

Manusia yang beradab adalah manusa yang menghargai warisan leluhurnya. Tidak merusak, dan tidak menginggalkannya. Suatu saat kalian akan tahu, bahwa isi yang terkandung dalam hutan adat ini tidak dapat terhgantikan nilainya. Sebab, hutan dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti rotan, madu, obat-obatan, binatang buruan dan sebagainya adalah merupakan simpanan kita yang akan menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak cucu kita.
(Deklarasi Hutan Adat Kalawa).
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